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Lampiran 1  

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

STUDI MERITOKRASI DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN 

(Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Merauke Belum Menerapkan Sistem Meritokrasi). 

 
 

I. IDENTITAS SUMBER DATA : 
  

1. Nama    :………………………………………….. 

2. Umur    :….………………………….…………… 

3. Jenis Kelamin   : L / P 

4. Jabatan   :……………….…….......……………….             

5. Pangkat/Gol Terakhir :………….........…………………………  

6. Masa Kerja   :…………………………………………. 

7. Pendidikan Formal Terakhir :………………….……………………… 

8. Pendidikan Penjenjangan :..………………….…………………….. 

              

II. DAFTAR PERTANYAAN : 
 

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdra/i , apakah sistem rekruitmen dan 

seleksi CPNS di Kab. Merauke sudah sesuai dengan kebutuhan 

daerah? 

2. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdra/i , apakah penempatan aparatur 

pada setiap unit kerja di Setda Kab. Merauke telah disesuaikan 

dengan tingkat pendidikan dan keahlian? 

3. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdra/I, apakah sistem promosi 

jabatan telah memenuhi sistem kompetensi pegawai? 

4. Apakah ada pegawai di Setda Kab. Merauke yang  pernah 

memperoleh penghargaan atas prestasi kerja  ?. Jika  ya, apa 

bentuknya ? 
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5. Apakah ada pegawai di Setda Kab. Merauke yang  pernah 

mendapat sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ?. Jika 

apa bentuk sanksinya.. 

6. Bagaimanakah tingkat loyalitas mereka terhadap : 

a. Pimpinan unit kerja. 
b. Rekan kerja, baik dari satu unit kerja maupun dengan 

dinas/instansi lain. 
c. Aturan main sesuai dengan uraian tugas dalam struktur 

organisasi 
 

7. Bagaimankah tingkat tanggungjawab mereka, jika dilihat dari : 
a. Ketepatan  waktu penyampaian laporan pelaksanaan kerja  
b. Kelengkapan substansi laporan  
c. Kesesuaian laporan dengan tugas yang dikerjakan  
d. Penggunaan anggaran rutin setiap unit kerja 
 

8. Menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdra/i , apakah sistem penggajian di 

Kab. Merauke telah berpola pada sistem penggajian kinerja?  

9. Bagaimana upaya pemimpin daerah untuk dapat menerapkan 

sistem meritokrasi di Kab. Merauke?  

10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan 

meritokrasi di Kab. Merauke? 
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Lampiran 5 : 
 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan  
yang Pernah Diikuti Para Pejabat Struktural pada 

 Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke 
 

Nomor Jabatan Diklat jabatan 

1 2 3 

1. 
Asisten Sekretaris Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat 

Kepemimpinan 
Tingkat II (Pim II) 

2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang 
Perekonomian dan Pembangunan 

Kepemimpinan 
Tingkat II (Pim II) 

3. Asisten Sekretaris Daerah 
Administrasi Umum. 

Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III)  

4. Kabag. Pemerintahan 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

5. Kasub. Bagian  Ketataprajaan  
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

6. Kasub. Bagian  Otonomi Daerah  
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

7. Kasub. Bagian  . Agraria 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

8. Kabag. Administrasi Kesejahteraan 
Rakyat  

Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III)  

9. Kasub. Bagian  Sosial dan 
Keagamaan 

- 

10. Kasub. Bagian  Pendidikan  -  

11. Kasub. Bagian  Kemasyarakatan -  

12. Kabag. Humas dan Protokoler - 

13. Kasub. Bagian  Humas 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV) 

14. Kasub. Bagian  Protokoler 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV) 

15. Kasub. Bagian  Peliputan dan 
Pemberitaan  

- 

16. Kabag.  Administrasi Pembangunan 
Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III) 

17. Kasub. Bagian Perencanaan 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

18. Kasub. Bagian Pengendalian 
Pembangunan 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  
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19. Kasub. Bagian Evaluasi dan 
Pelaporan 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

20. Kabag. Administrasi Perekonomian 
Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III)  

21. Kasub. Bagian Produksi Daerah 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

22. Kasub. Bagian Perekonomian Daerah - 

23. Kasub. Bagian Ketahanan Pangan - 

24. Kabag. Keuangan 
Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III)  

25. Kasub. Bagian Anggaran 
Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III)  

26. Kasub. Bagian Pembendaharaan dan 
Gaji 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

27. Kasub. Bagian Pembukuan dan 
Verifikasi 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

28. Kabag. Hukum Jabatan lowong 

29. Kasub. Bagian  Perundang-undangan 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

30. Kasub. Bagian  Dokumentasi Hukum 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

31. Kasub. Bagian  Bantuan Hukum 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

32. Kabag. Organisasi 
Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III)  

33. Kasub. Bagian  Kelembagaan 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

34. Kasub. Bagian  Ketatalaksanaan 
Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

35. Kasub. Bagian  Analisis Jabatan dan 
Kepegawaian 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

36. Kabag. Umum Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III) 

37. Kasub. Bagian  Tata Usaha dan 
Keuangan pimpinan 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV) 

38. Kasub. Bagian  Rumah Tangga dan 
Perjalanan 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV) 

39. Kasub. Bagian  Sandi dan 
Telekomunikasi  

- 

40. Kabag. Perlengkapan dan Asset Kepemimpinan 
Tingkat III (Pim III) 

41. Kasub. Bagian  Analisis Kebutuhan 
dan Pengadaan 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  
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42. 
Kasub. Bagian  Penyimpanan, 
Distribusi, Pemeliharaan dan 
Penghapusan 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

43. Kasub. Bagian  Pengelolaan asset 
Daerah 

Kepemimpinan 
Tingkat IV (Pim IV)  

Sumber : Data primer Juli   2012 
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Dokumentasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara Setda Kab. Merauke                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara Kabid. Pengembangan  
Sumber Daya Aparatur 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara Kabid. Mutasi Pegawai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Apel Jumat Bersih 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piket keseharian di Kantor Setda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Prajab. Golongan II 
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Kegiatan Prajab. Golongan II                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Prajab. Golongan II 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Apel Jumat Bersih 

Kegiatan Prajab. Golongan II Kegiatan Prajab. Golongan II 

 
 
  

  

 


